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ABSTRAK 
 

 
 

Laporan ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi 

terhadap aset hak pengusahaan jalan tol dan bagaimana menerapkan perlakuan 

akuntansi terhadap hak pengusahaan jalan tol sesuai dengan ISAK dan PSAK yang 

berlaku. Pada beberapa Badan Usaha Jalan Tol, mengakui kepemilikan pengusahaan 

jalan tol sebagai aset takberwujud dalam laporan keuangan yang biasanya dicatat 

sebagai hak pengusahaan jalan tol. Pengakuan atas kepemilikan aset takberwujud 

tersebut dimulai ketika perusahaan menandatangani kontrak pengusahaan jalan tol 

dengan pemerintah sampai dengan akhir periode konsesi. Dalam hal ini, aset dapat 

diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud sesuai dengan PSAK 19 jika memenuhi 

beberapa kriteria pada ISAK 16. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

deskriptif analisis dan analisis data. Hasil dari laporan tugas akhir ini menunjukan 

bahwa perlakuan ISAK 16 atas hak konsesi yang dimiliki perusahaan telah sesuai. 

Dalam perlakuan ISAK 16 atas hak konsesi tersebut, perusahaan perlu memastikan 

bahwa penerapan  atas  ISAK dan  PSAK lainnya terkait  sudah  sesuai  agar dapat 

menghasilkan informasi pada laporan keuangan yang tepat dan akurat. 

 
Kata kunci: 

ISAK 16, Kontrak Konsesi, Hak Konsesi Jasa, Hak Pengusahaan Jalan Tol 
 

 
 

ABSTRACT 
 

 
 

This report aims to find out how the accounting treatment of toll road 

concession rights assets and how to apply the accounting treatment of toll road 

concession rights in accordance with the applicable ISAK and PSAK. Some Toll Road 

Business Entities recognize the ownership of toll road concessions as intangible assets 

in the financial statements which are usually recorded as toll road concession rights. 

The recognition of ownership of the intangible assets begins when the company signs 

a toll road concession contract with the government until the end of the concession 

period. In this case, assets can be classified as intangible assets in accordance with 

PSAK 19 if they meet several criteria in ISAK 16.  This analysis is carried out using 

descriptive analysis techniques and data analysis. The results of this internship report 

show that ISAK 16's treatment of concession rights owned by the company is 

appropriate. In the treatment of ISAK 16 on the concession rights, the company needs 

to ensure that the application of ISAK and other related PSAKs is appropriate in order 

to produce accurate and precise information in the financial statements. 

 
Keywords: 

IFRIC 12, Consession Contract, Service Consession Rights, toll road concession 

rights
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1      Latar Belakang 
 

Vitalnya ketersediaan dan keberadaan infrastruktur mendorong pemerintah 

untuk senantiasa mengupayakan keberadaan fasilitas umum yang dapat menunjang 

perekonomian, dan multiplier efek berganda terkait aktivitas masyarakat. 

Pembangunan merupakan salah satu upaya yang telah direncanakan dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara. sebagai salah satu tulang 

punggung perekonomian nasional pembangunan jalan tol memiliki tujuan untuk 

meningkatkan interkonektivitas antar jantung perekonomian kota dan daerah, serta 

memperlancar dan mempercepat pergerakan barang dan jasa antar daerah. Harapannya 

adalah agar adanya pembangunan yang merata agar dampak pembangunan dapat 

dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan 

pembangunan antar kota dan daerah. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari 

Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2021 sampai dengan tahun 2021, Indonesia 

telah memiliki 61 ruas tol beroperasi dengan panjang ruas beroperasi sebesar 2.378 km 

dan 30 ruas tol konstruksi dengan jumlah ruas sebesar 1.908,54 km. Pertumbuhan 

jumlah jalan tol tersebut juga ditunjang dengan adanya rest area yang berfungsi 

sebagai tempat beristirahat sejenak selama perjalanan jarak jauh dimana sampai 

dengan tahun 2021 sudah terdapat 91 rest area. 

Industri konstruksi mencakup semua kegiatan atau usaha yang berkaitan 

dengan  persiapan  lahan  dan  proses  konstruksi,  perbaikan struktur  bangunan  dan 

perbaikan fasilitas lainnya yang terkait. Salah satu sektor yang sangat mendukung 

pembangunan nasional adalah bidang konstruksi. Pemerintah mengeluarkan 

Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah-Swasta dalam 

Pembangunan Infrastruktur. Selanjutnya pada tahun 2004, melalui Undang-Undang 

Jalan Nomor 38 diamanatkan pembentukan regulator jalan tol atau Badan Pengelola 

Jalan Tol (“BPJT”) untuk menggantikan peran pengaturan PT Jasa Marga. Badan yang 

berwenang yang menjalankan sebagian kewenangan pemerintah dalam pengelolaan 

jalan tol, termasuk pengaturan, penggunaan, dan pengawasan perusahaan jalan tol, agar 

dapat bermanfaat bagi masyarakat adalah BPJT. Undang-Undang Nomor 38 

Tahun 2004 tentang Jalan yang diundangkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan
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Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015, sesuai dengan Keputusan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan 

Tol mengatur keberadaan BPJT. Badan Pengatur Jalan Tol dibentuk pada tanggal 

28 Juni 2005 sebagai regulator jalan tol Indonesia. Pemerintah untuk saat ini dan 

kedepannya akan terus berencana untuk membiayai pembangunan jalan tol yang akan 

dilakukan melalui tiga pendekatan yakni oleh program kerjasama antara swasta dengan 

publik atau Public Private Partnership (“PPP”), pembiayaan swasta secara penuh, dan 

pendanaan infrastruktur yang didanai oleh Pemerintah yang mana nantinya pihak 

swasta yang bertanggung jawab terhadap operasi pemeliharaan. Menurut Keputusan 

No. 15 Tahun 2005, perusahaan atau pihak yang telah memperoleh izin suatu proyek 

diberikan konsesi dalam bentuk izin pembangunan dan pengoperasian atas jalan tol 

yang telah rampung dibangun. Badan usaha yang melakukan usahanya di bidang 

pengusahaan jalan tol merupakan penyelenggara jalan tol atau Badan Usaha Jalan Tol 

(“BUJT”). Kegiatan pemerintah dan/atau perusahaan yang meliputi pembiayaan, 

rekayasa, pembangunan, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol merupakan 

aktivitas yang dilakukan pada pengusahaan jalan tol. Infrastruktur tersebut 

dikembalikan kepada pemerintah pada akhir masa konsesi, untuk dikendalikan Badan 

Pengatur Jalan Tol (BPJT) di masa mendatang. 

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari website BPJT terdapat 55 BUJT 

yang mengoperasikan beberapa ruas jalan tol yang tersebar di berbagai daerah di 

Indonesia. Pada Catatan Atas Laporan Keuangan (“CALK”), BUJT mengakui 

kepemilikan Hak Pengusahaan Jalan Tol sebagai aset takberwujud dalam laporan 

keuangan yang biasanya dicatat sebagai Hak Pengusahaan Jalan Tol. Pengakuan atas 

kepemilikan aset takberwujud tersebut dimulai ketika perusahaan menandatangani 

kontrak pengusahaan jalan tol dengan pemerintah sampai dengan akhir periode 

konsesi. Dalam hal ini, aset dapat diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud sesuai 

dengan PSAK 19 ketika memenuhi beberapa kriteria pada ISAK 16. Pada ISAK 16 

dinyatakan bahwa perjanjian layanan kontraktual telah diperkenalkan oleh pemerintah 

untuk mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, 

operasi, pemeliharaan dan pembiayaan. Suatu perjanjian konsesi jasa pertamanya akan 

ditelaah lebih lanjut melalui kerangka akuntansi yang telah disebutkan pada ISAK 16 

untuk memastikan bahwa kontrak tersebut adalah benar termasuk dalam ruang lingkup 

interpretasi ISAK 16. Setelah perjanjian konsesi ditelaah dan termasuk dalam dalam 

ruang lingkup interpretasi ISAK 16, melalui kerangka akuntansi ISAK 16 berdasarkan



3  

isi dari perjanjian konsesi tersebut, dapat diketahui bagaimana perusahaan mengakui 

aset tersebut sebagai aset keuangan atau aset takberwujud. Aset tidak berwujud 

merupakan sumber daya yang dimiliki oleh entitas dan dapat diidentifikasi (ketika aset 

tersebut diakui berdasarkan kontrak atau maupun hak hukum yang relevan), nilainya 

dapat diukur serta ditentukan, serta di masa yang akan datang dapat memberikan 

manfaat ekonomis walaupun tidak memiliki substansi fisik atau wujud yang nyata. 

Aset tidak berwujud hanya diakui jika di masa depan terdapat manfaat ekonomi yang 

besar, yang diperoleh dan berasal dari aset tersebut, serta biaya perolehan aset terkait 

dapat ditentukan secara andal sesuai dengan yang disebutkan dalam PSAK 19. 

Sebagai salah satu aset terbesar perusahaan, hak konsesi atau Hak Pengusahaan 

Jalan Tol merupakan salah satu aset yang tak umum dimiliki perusahaan lainnya, 

mengingat hak konsesi seperti ini hanya terjadi pada perusahaan yang bergerak 

dibidang jalan tol. Mengingat tersebut, penulis mengambil materi laporan tugas akhir 

ini terkait dengan “Analisis Perlakuan ISAK 16 Pada PT ABC” dimana penulis akan 

melakukan analisis terhadap bagaimana perlakuan akuntansi terhadap Hak 

Pengusahaan Jalan Tol pada suatu BUJT. 

 
 

1.2      Rumusan Masalah 
 

1. Bagaimana perlakuan akuntansi ISAK 16 atas Hak Pengusahaan Jalan Tol pada 

suatu BUJT? 

2.    Apakah Perusahaan sudah menerapkan perlakuan akuntansi yang tepat dengan 
 

ISAK dan PSAK terkait? 
 

 
 

1.3      Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir 
 

Berdasarkan latar belakang masalah penulisan ini, penulis memberikan tujuan 

laporan tugas akhir sebagai berikut: 

1.  Bagi Penulis 
 

Agar dapat memperoleh pengetahuan sehubungan dengan kemampuan penulis 

dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, juga 

untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana perlakuan akuntansi 

terhadap Hak Pengusahaan Jalan Tol. 

2.  Bagi Perguruan tinggi 
 

Agar mampu memberikan suatu referensi dan bacaan pada mahasiswa PPAK 

Universitas  Tarumanagara  agar  bisa  lebih  memahami  analisis  perlakuan



4  

akuntansi terhadap perjanjian konsesi jasa atas Hak Pengusahaan Jalan Tol 

pada PT ABC. 

3.  Bagi Perusahaan 
 

Sebagai tambahan informasi bagi pihak manajemen mengenai perlakuan 

akuntansi terhadap perjanjian konsesi jasa atas Hak Pengusahaan Jalan Tol 

pada PT ABC. 

 
 

Penulisan ini bertujuan untuk menyajikan laporan tugas akhir yang meliputi 

perlakuan akuntansi terhadap atas Hak Pengusahaan Jalan Tol pada PT ABC. Untuk 

lebih spesifik, cakupan masalah yang akan dibahas adalah: 

a.   Untuk   mengetahui   bagaimana   perlakuan   akuntansi   terhadap   aset   Hak 
 

Pengusahaan Jalan Tol pada PT ABC. 
 

b.   Untuk mengetahui apakah Perusahaan telah menerapkan perlakuan akuntansi 

terhadap Hak Pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ISAK dan PSAK yang 

berlaku. 

 
 

1.4      Ruang Lingkup Penulisan Tugas Akhir 
 

Pada laporan tugas akhir ini ruang lingkup penulisan adalah pengakuan, 

penyajian, dan pencatatan akuntansi terhadap Hak Pengusahaan Jalan Tol selama 

proses konstruksi hingga akhir masa konsesi. Secara umum, yang akan dibahas oleh 

penulis adalah: 

a.   Perlakuan akuntansi sehubungan dengan hak konsesi yang menimbulkan Hak 
 

Pengusahaan Jalan Tol. 
 

b.   Penerapan  ISAK  dan  PSAK  terkait  secara  komprehensif  terhadap  Hak 
 

Pengusahaan Jalan Tol.
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